
BUPATI BANYUMAS

PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 37 TAHUN2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode
1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan
operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
pekembangan keadaan : saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya hasil audit BPK harus digunakan untuk tahun
berjalan; penggeseran pagu kegiatan antar SKPD,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, penambahan Rencana pendapatan dalam
perubahan, dan kebutuhan akan adanya kegiatan tambahan
dan dari SKPD yang mendasari amanat undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementrian Terkait, dan
Bupati/Wakil serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan; dan adanya kegiatan lanjutan Tahun 2015, maka
perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016;
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Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara «Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor'28);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

~ 3 ~



dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2009 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2011 tentang Organisasi Tata kerja badan Penaggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun
2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun
2011 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor 5 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 17 Seri E).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016.

DAERAH

Pasal 1
(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja
(RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan
Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

JABATAN PARP<

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal If 6 I'M 2BH

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan diJ%rwokerto
Pada Tanggal

Pembinp Utama Madya
NIP 19640116 199003 I 009
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